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ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur segala
hal mengenai perkawinan. Termasuk menjelaskan definisi dan tujuan perkawinan,
yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan Yang Maha Esa. Demi mencapai tujuannya, maka perkawinan hanya
diizinkan jika pria dan wanita sudah berumur 19 tahun sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Aturan ini diikuti oleh aturan dispensasi
kawin sehingga dalam praktiknya di Kabupaten Malang banyak terjadi perkawinan
dini. Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2022 merupakan
Pengadilan Agama dengan perkara dispensasi kawin tertinggi di pulau Jawa dengan
angka 1433 perkara. Penyusun tertarik untuk meneliti perkara pada tahun 2022
karena, dibandingkan pada tahun 2023, pada tahun 2022 Pengadilan Agama
Kabupaten Malang lebih banyak mengabulkan permohonan dispensasi kawin.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor pemberian
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan bagaimana tinjauan
hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (/ibrary research) yang bersifat
deskriptif-analitik. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dan
pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan datanya yaitu studi
dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara dispensasi kawin di
Kabupaten Malang pada Tahun 2022 diajukan dengan alasan terbanyak yaitu 1158
karena menghindari zina dan 226 karena hamil. Dasar hukum yang digunakan
hakim atas perkara karena menghindari zina yaitu Pasal 19 huruf d dan e Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kaidah fikih yang
berbunyi dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ald jalbi al-masalih. Adapun dasar
hukum yang digunakan hakim atas perkara karena hamil yaitu hadis yang
diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang semua anak dilahirkan dalam keadaan suci
dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim atas perkara dengan
dua alasan mendesak tersebut yaitu guna menghindari timbulnya mafsadat yang
lebih besar. Dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten
Malang sudah sesuai dengan Hukum Islam. Penetapan hakim telah menutup
kemafsadatan, menciptakan kemaslahatan, dan menjaga magqasid syari‘ah.

Kata kunci: Perkawinan, Dispensasi Kawin, Hukum Islam, Magasid Syari‘ah



ABSTRACT

Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage regulates all aspects of
marriage. This includes defining the purpose of marriage, which is the spiritual and
physical bond between a man and a woman as husband and wife, aiming to
establish a happy and eternal family based on the divine will of God. To achieve
this goal, marriage is only permitted when both the man and woman have reached
the age of 19, as stipulated in Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 Year 2019
regarding the Amendment of Law Number 1 Year 1974. However, this regulation is
often followed by dispensation rules, leading to many early marriages in Malang
Regency. In 2022, the Malang Religious Court had the highest number of marriage
dispensation cases in Java with 1433 cases. The researcher chose to study the cases
in 2022 because, compared to 2023, the Malang Religious Court granted more
marriage dispensation requests in 2022. The research problem in this study is to
identify the factors influencing the granting of marriage dispensation in the Malang
Religious Court and to analyze how Islamic law views the legal basis and
considerations of judges in granting marriage dispensation.

This study adopts a descriptive-analytical method using qualitative research
and an empirical juridical approach, with data collection techniques including
documentation study, observation, and interviews.

The results show that in 2022, most marriage dispensation cases in Malang
Regency were filed for reasons of avoiding adultery (1158 cases) and pregnancy
(226 cases). The legal basis for dispensation due to avoiding adultery is Article 19
letters d and e of Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection and the
principle of Islamic jurisprudence that prioritizes preventing harm over bringing
benefit. Meanwhile, the legal basis for dispensation due to pregnancy is a hadith
narrated by Abu Hurairah stating that all children are born in a state of purity and
Article 53 of the Compilation of Islamic Law. The judges' considerations in these
urgent cases aim to prevent greater harm. The legal basis and judges'
considerations in the Malang Religious Court are in line with Islamic law, as the
judges' decisions aim to prevent harm, promote benefits, and uphold the objectives
of Shariah.

Keywords: Marriage, Marriage Dispensation, Islamic Law, Magasid Syari‘ah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi

berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987

dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama
\ Alif | tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
o Sa’ S es (dengan titik di atas)
C Jim J Je
d Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
t Kha’ Kh ka dan ha
R Dal D De
> Zal Z ze (dengan titik di atas)
J Ra’ R Er
) Zai Z Zet
e Sin S Es




o Syin Sy esdany
S Sad S es (dengan titik di bawah)
o° Dad D de (dengan titik di bawah)
L Ta’ T te (dengan titik di bawah)
L - b zet (dengan titik di
' ’ bawah)

C ‘Ain ‘ koma terbalik di atas
i Gain G Ge

< Fa’ F Ef

e Qaf Q Qi

= Kaf K Ka

J Lam L El

¢ Mim M Em

O Nun N En

B Waw W w

2 Ha’ H Ha

& Hamzah ¢ Apostrof

¢ Ya’ Y Ye




B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

APt . . .

03 xke Ditulis muta’addidah
4.’; @
ol Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1.

Bila dimatikan ditulis h
e ditulis hikmah
e ditulis “illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

9@3“ 43% ditulis Karamah al-Auliya’

. Bila ta’ marbiitah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

el 365 ditulis Zakah al-Fifri

4
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D. Vokal Pendek

Ly Fathah ditulis A
2. s Kasrah ditulis I
3. Dammah ditulis U
E. Vokal Panjang
1 Fathah + alif ditulis A
O] ditulis Istihsan
, Fathah + ya’ mati ditulis A
& ditulis Unsa
B srah +ya e ditulis I
3. )
Gl ditulis al-“Alwani
Dammah + wawu mati Ditulis U
4.
psle ditulis Uliim
F. Vokal Rangkap
| Fathah + ya’ mati ditulis Ad
& e ditulis Gairihim
, Fathah + wawu mati ditulis Au
Js ditulis Qaul
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G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

124

f\’ \ ditulis a’antum
el ditulis w'iddat
f: Jg‘“ C)y ditulis la’in syakartum
H. Kata Sandang Alif +Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah
o) it Al-Qur’an
ookl ditulis al-Qiyds

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf'I (el)nya.

Al ditulis ar-Risalah
sl ditulis an-Nisd’
I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya
S ol ditulis Ahl ar-Ra’i
Aol J‘:\ ditulis Ahl as-Sunnah
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J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1.

Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan
sebagainya.

Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad
Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,

Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya

Xiv



KATA PENGANTAR

e crv‘*
i YWy pny oy i ey s o 02 Jrv Je (W lally & |82, s
Yy o9 Y ll dgmsyp o 02 1 gl w)ﬂ ooy A YL ALY T gl 0L Vs Y,
. bl oo s
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk
Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan-tumbuhan. Perkawinan
dalam Islam adalah ikatan resmi antara seorang pria dan seorang wanita yang
diatur oleh aturan-aturan syariat Islam. Ini adalah salah satu ajaran yang diatur
oleh prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Quran, Hadis (tradisi Nabi
Muhammad), dan pendapat ulama-ulama Islam. Perkawinan dalam Islam
dianggap sebagai ibadah yang sangat dianjurkan, karena menciptakan
kedamaian, kebahagiaan, dan kestabilan dalam masyarakat Muslim.
Perkawinan juga dianggap sebagai langkah penting dalam mencapai
kesejahteraan spiritual dan moral bagi individu yang menikah.

Perkawinan berasal dari bahasa Arab yaitu merujuk pada kata nakaha atau
zawaja yang secara harfiah berarti kawin. Perkawinan dalam agama Islam
adalah sebuah bentuk ibadah. Keabsahan perkawinan di Indonesia tidak hanya
dinilai dari perspektif agama, melainkan juga harus sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.! Pengertian perkawinan juga dijelaskan dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, yaitu “ikatan lahir

bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

! Muhammad Muta’ali Jabbar Arafat, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Penetapan PA
Bantul Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Btl Tentang Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri di
Bawah Umur”, skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 2.



tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”?.
Allah berfirman:

G ol Tam 5 8350 Ka s L 158 el Lol o 3 ol canle o
3QJJ§5-"~!. fy’j <oy el

Ayat di atas menekankan tentang kebijaksanaan Allah dalam menciptakan
pasangan hidup, yang tidak hanya menjalankan fungsi reproduksi, tetapi juga
memberikan rasa cinta, kasih sayang, dan kerelaan untuk hidup bersama-sama.
Ini menggarisbawahi pentingnya hubungan suami istri yang harmonis.

Tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal,
dapat tercapai dengan kematangan jiwa yang tercermin dalam usia dan
kedewasaan.* Terkait faktor ini, Islam memang mensyaratkan perkawinan dapat
dilaksanakan jika kedua calon sudah balig atau dewasa, kriteria balig anak laki-
laki adalah ia telah bermimpi keluar mani/sperma dan terhadap perempuan telah
keluar darah haid. Saat bermimpi keluar air mani ataupun keluarnya darah haid
yang pertama merupakan kriteria kedewasaan terhadap masing- masing anak
namun berbeda-beda sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan jiwa
anak itu sendiri.

Islam tidak menetapkan batasan usianya secara pasti. Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.
8 Ar-Riim (30): 21.

4 Syeh Sarip Hadaiyatullah dan Nurul Huda, “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin”,
ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 12 No 01 (2020), hlm. 150.



1974 tentang Perkawinan mengatasi ketidakpastian ini, dengan memperkirakan
dari segi fisik, mental, dan ekonomi, menetapkan pembatasan usia minimal
kawin yaitu 19 tahun bagi kedua calon.®

Praktiknya di masyarakat, meskipun ada regulasi tersebut, masih banyak
terjadi perkawinan yang kedua calon atau salah satunya berusia di bawah 19
tahun atau biasa disebut dengan perkawinan dini. Hal ini dikarenakan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) memberi izin perkawinan di
bawah usia melalui proses dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan
Agama.®

Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam memberikan dispensasi
kawin sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.” Kasus dispensasi kawin yang diputus oleh Pengadilan
Agama di Indonesia pada tahun 2022 tercatat mencapai hingga 52 ribu perkara,
dengan jumlah dispensasi kawin tertinggi di Jawa yaitu sebanyak 1.433 perkara

di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. &

5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

¢ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2).

" Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
8 Data hasil penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada 16 Februari 2024.



No Pengadilan Agama Jumlah Dispensasi Kawin
1 | Pengadilan Agama Kabupaten Malang 1.433 perkara
2 | Pengadilan Agama Jember 1.364 perkara®
3 | Pengadilan Agama Kraksaan 1.151 perkara®™
4 | Pengadilan Agama Banyuwangi 874 perkara
5 | Pengadilan Agama Purwodadi 871 perkara®®

Tabel 1. Data Dispensasi Kawin Terbanyak Tahun 2022

Hakim di Pengadilan Agama merupakan pemegang otoritas dalam
menetapkan perkara dispensasi kawin. Dispensasi kawin yang diberikan
memiliki implikasi yang besar terhadap kehidupan individu dan masyarakat,
sehingga hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek. Pemberian
dispensasi kawin harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku di
Indonesia, hukum Islam, juga moral yang ada.

Melihat dari fakta-fakta di atas, Penyusun tertarik untuk meneliti faktor-
faktor pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang,
sambil meninjaunya dengan hukum Islam. Maka Penyusun menuangkan skripsi
dengan judul Faktor-Faktor Pemberian Dispensasi Kawin di Kabupaten

Malang (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).

% https://sipp.pa-jember.go.id/ diakses pada 18 Januari 2024.

10 http://sipp.pa-kraksaan.go.id/ diakses pada 19 Januari 2024.

1 https:/sipp.pa-banyuwangi.go.id/ diakses pada 19 Januari 2024.
12 hitps://sipp.pa-purwodadi.go.id/ diakses pada 19 Januari 2024.



B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan
hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten

Malang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor pemberian dispensasi
kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap
dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi
kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diadakan dan disusun dalam rangka untuk mendapatkan
gelar sarjana strata 1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun juga berharap penelitian ini bermanfaat bagi pembaca, yaitu

memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang dispensasi kawin.



D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas terkait dispensasi
kawin. Pertama, Skripsi oleh Alinda Puspita Sari yang berjudul ‘“Analisis
Faktor Meningkatnya Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan
agama Jakarta Utara”. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang
mendorong peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama
Jakarta Utara selama tahun 2017-2019. Penelitian ini menggunakan dua metode
pendekatan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan berdasarkan norma sosial
yang diterapkan dalam masyarakat sehari-hari.'3

Kedua, skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan
Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman tahun 2020-2021” yang ditulis
oleh Muhammad Dwi Atmoko. Tulisan ini meneliti terkait dasar hukum dan
pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan
Agama Sleman dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penetapaan
tersebut.

Ketiga, skripsi berjudul “Problematika Dispensasi Nikah pasca
Diundangkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan
Agama Bantul 2021)” oleh Igbal Hamdani. Penelitian ini menyelidiki alasan

utama yang mendorong masyarakat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan

13 Alinda Puspita Sari, “Analisis Faktor Meningkatnya Angka Permohonan Dispensasi
Kawin di Pengadilan Agama Jakarta Utara”, skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

14 Muhammad Dwi Atmoko, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah
di Pengadilan Agama Sleman tahun 2020-2021”, skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Agama Bantul selama tahun 2021, serta menganalisis dasar dan pertimbangan
yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara-perkara dispensasi yang
diajukan di pengadilan agama tersebut.’®

Keempat, artikel yang ditulis oleh Muhamad Hasan Sebyar dengan judul
“Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama
Panyabungan”. Artikel ini meneliti faktor-faktor yang memicu peningkatan
permohonan dispensasi kawin setelah perubahan UU Perkawinan untuk
mengidentifikasi penyebab bertambahnya permohonan dispensasi kawin di
Pengadilan Agama Panyabungan.*®

Kelima, tesis yang ditulis oleh Ahdiyatul Hidayah berjudul “Dispensasi
Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Muntai (Studi Penetapan
Pengadilan Agama muntai tahun 2022)”. Penelitian ini mengidentifikasi
penyebab peningkatan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan
Agama Amuntai, menganalisis alasan pengajuannya, menyelidiki dasar hukum
yang digunakan oleh hakim dalam menerima atau menolak permohonan, dan

meninjau peningkatan pengajuan dispensasi pernikahan dari perspektif teori

efektivitas hukum.’

15 Igbal Hamdani, “Problematika Dispensasi Nikah pasca Diundangkannya Undang-
Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Bantul 2021)”, skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

16 Muhamad Hasan Sebyar, “Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di
Pengadilan Agama Panyabungan”, Syari’ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law,
Vol. 5 No. 1(2022).

17 Ahdiyatul Hidayah, “Dispensasi Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Muntai
(Studi Penetapan Pengadilan Agama muntai tahun 2022)”, tesis, UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.



Studi-studi tersebut pada dasarnya sama dengan penelitian penyusun,
yaitu mengkaji tentang dispensasi kawin. Perbedaannya ada pada subjek
penelitiannya. Penelitian ini akan fokus mengidentifikasi faktor pemberian
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan tinjauan hukum

islam terhadap faktor tersebut.

. Kerangka Teoritik

Pemberian dispensasi memerlukan proses administratif yang melibatkan
pengajuan permohonan dan pertimbangan dari pihak berwenang. Dispensasi
tersebut diberikan dengan pertimbangan kepentingan individu dan kesesuaian
dengan prinsip-prinsip atau hukum yang berlaku dalam agama atau hukum
setempat.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia
yang memiliki - kewenangan Kkhusus untuk memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di bidang hukum Islam. Kewenangan Pengadilan
Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah



satu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah dalam bidang
perkawinan, yaitu permohonan dispensasi kawin.8

Permohonan dispensasi kawin adalah ajuan permohonan dari wali salah satu
calon laki-laki atau perempuan yang belum memenuhi syarat usia menikah
menurut undang-undang perkawinan.'® Ajuan tersebut dapat disebabkan oleh
beberapa faktor, seperti faktor hamil di luar nikah, faktor putusnya pendidikan,
faktor ekonomi, dan faktor permintaan orangtua.

Hakim dalam memberikan ketetapan atas permohonan dispensasi kawin
harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek syariah, sosiologis,
psikologis, hukum, dan kesehatan. Dispensasi hanya dapat diberikan jika
ketetapan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam untuk
melindungi anak.?

Hukum Islam merupakan sistem aturan atau perundang-undangan ideal
yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-nya, hubungan antara

individu, masyarakat, dan antarnegara dalam keadaan damai atau perang yang

18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

19 Alinda Puspita Sari, “Analisis Faktor Meningkatnya Angka Permohonan Dispensasi
Kawin di Pengadilan Agama Jakarta Utara”, skripsi, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.

2 Ahdiyatul Hidayah, “Dispensasi Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Muntai
(Studi Penetapan Pengadilan Agama muntai tahun 2022)”, tesis, UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta,
hlm. 11.
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ditetapkan berdasarkan norma-norma yang bersumber dari Kitab Allah dan
Sunah Rasul-Nya.

Berlandaskan pada ajaran bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam,
hukum Islam dianggap relevan untuk semua zaman dan bangsa karena memiliki
cakupan yang sangat luas dan fleksibilitas yang memungkinkannya berlaku
dalam segala situasi. Hal ini karena hukum Islam memiliki dua pendekatan yang
berbeda:

a. Hukum Islam memberikan prinsip-prinsip umum bersama dengan
peraturan-peraturan yang rinci yang diturunkan dari Sunnah sebagai
penjelasan dari Al-Qur'an. Hal ini memberikan fleksibilitas yang besar
dan mendukung kemajuan peradaban manusia.

b. Hukum Islam mencakup peraturan-peraturan yang tetap relevan dalam
hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perubahan zaman, seperti masalah
mahram, ibadah, dan warisan.?!

Pemaparan-pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa, Hukum Islam
adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran dan prinsip-prinsip agama
Islam yang terkandung dalam al-Qur’an, hadis, ijtihad (penafsiran hukum), dan
prinsip-prinsip fikih (pemahaman hukum). Hukum Islam mencakup berbagai
aspek kehidupan, termasuk ibadah, moralitas, keadilan sosial, ekonomi, politik,

dan pernikahan. Prinsip-prinsip seperti ketaatan kepada Allah, keadilan,

2l Muhammad Syukri Aldani Nasution dkk., Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah
(Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 248.
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keseimbangan, dan kemaslahatan umat manusia menjadi landasan dalam
pembentukan hukum Islam.

Magasid Syari‘ah adalah tujuan utama dari hukum Islam atau syariat yang
Allah turunkan kepada umat Muslim. Semua syariat pada dasarnya bertujuan
untuk memberikan perlindungan bagi setiap individu. Perlindungan itu disebut
sebagai al-kulliyyat al-khams atau ad-dartrat al-khams (lima hal inti). Kelima
hal inti tersebut meliputi:

a. Menjaga agama (hifz al-din)

b. Menjaga jiwa (hifz al-nafs)

c. Menjaga akal (hifz al-‘aql)

d. Menjaga keturunan (4ifz al-nasl)

e. Menjaga harta (hifz al-mal)*

Ad-darurat al-khams atas harus diikuti sesuai dengan urutannya. Prioritas
utama adalah menjaga agama (al-din), diikuti oleh menjaga jiwa (al-nafs) yang
lebih penting daripada menjaga akal (al-‘agl) dan keturunan (al-nasl), dan
kemudian menjaga harta (a/-mal) . Sebagai contoh, tindakan bunuh diri atau
menghadapi kebinasaan adalah dilarang sesuai dengan ajaran dalam surat al-
Baqgarah. Namun, dalam konteks berjuang untuk agama Allah SWT, tindakan
tersebut dapat dibenarkan karena, seperti yang telah disebutkan sebelumnya,

menjaga agama harus ditempatkan di atas menjaga jiwa. 2

22 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqgashid Syariah (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. xiii.

23 Afridawati, “Stratifikasi Al-Magqashid Al-Khamsah (Agam, Jiwa, Akal, Keturunan, dan
Harta) dan Penetapannya dalam Maslahah”, Al-Qishthu, Vol. 13 No. 1 (2015), hlm. 20.
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Beberapa unsur pokok tersebut adalah upaya syariat dalam mewujudkan dan
memelihara kemaslahatan umat manusia. Kajian mengenai tujuan penetapan
hukum dalam Islam merupakan bidang penelitian yang menarik dalam studi

usul fikih.

. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan oleh
peneliti untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengalisis suatu fenomena.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus utamanya yaitu
memahami tentang konteks, proses, dan makna yang terkait dengan fenomena
yang sedang penyusun teliti.

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penyusun gunakan yaitu /ibrary research atau
penelitian pustaka yaitu menganilisis berkas dispensasi kawin di Pengadilan

Agama Kabupaten Malang.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu mengungkapkan suatu
fenomena tertentu dengan mempertimbangan objek, kondisi, serta kerangka
pemikiran yang sedang berkembang.
3. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni
pendekatan yang menggabungkan elemen hukum (yuridis) dan pengamatan

fenomena yang dapat diamati secara langsung (empiris). Pendekatan yuridis



13

empiris digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif
tentang bagaimana hukum yang ada bisa diterapkan dalam praktiknya,
dengan memperhitungkan data empiris tentang kasus-kasus yang terjadi
dalam masyarakat di Kab Malang. Pendekatan ini memungkinkan untuk
tidak hanya melihat kerangka hukumnya, tetapi juga bagaimana hukum
tersebut diimplementasikan dan dampaknya pada masyarakat secara nyata.
4. Sumber Data Penelitian
a. Sumber data primer yaitu berkas penetapan dispensasi kawin di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Termasuk juga di dalamnya
yaitu hasil wawancara dengan hakim dan panitera.
b. Sumber data sekunder yaitu al-Qur’an, Undang-Undang, Buku, Skripsi,
Jurnal, dan lain-lain.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Dokumentasi
Teknik ini memberikan bukti penting dalam studi kasus yang
tidak selalu dapat ditemukan melalui wawancara dan observasi.?* Studi
dokumentasi melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan dokumen
resmi, yang dalam penelitian ini mengacu pada berkas penetapan

dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh lembaga terkait.

24 Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif’, Humanika,
Vol. 21 No. 1 (2021), him.41
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b. Observasi
Observasi yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah
observasi non participant, artinya penyusun tidak aktif atau tidak
terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati. Observasi memberikan
keuntungan dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam
tentang konteks dan dinamika situasi yang diamati, serta
memungkinkan untuk mendapat aspek-aspek yang mungkin tidak
terungkap melalui wawancara.
¢. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama
Kabupaten Malang untuk memperoleh informasi yang mendukung
penelitian ini. Wawancara merupakan teknik interaktif yang
memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya dan
mendalam tentang subjek penelitian dari perspektif individu yang
terlibat secara langsung dalam situasi yang diteliti. Sehingga
diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang praktik

dispensasi kawin dan implementasi hukum di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Bertujuan menyajikan karya yang teratur dan efisien, maka penyusun
menata penulisan hasil penelitian secara sistematik dengan menyesuaikan buku
Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021.
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Pada BAB I yaitu Pendahuluan akan memuat latar belakang, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi gambaran atau tinjauan umum tentang faktor-faktor yang
memengaruhi pemberian dispensasi kawin dan tinjauan hukum Islam terhadap
dasar hukum pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin. Ini
merupakan pengembangan landasan teori/ kerangka teoritik yang ada dalam
BAB L.

Kemudian BAB III berisi data lapangan atau data objek yang menjadi
fokus penelitian penyusun.

BAB IV berisi analisis yanag berupa deskripsi, argumentasi dan kritik
yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap hasil
penelitian.

Terakhir, BAB V yaitu Penutup yang akan berisi kesimpulan dan saran.
Kesimpulan memuat rangkuman keseluruhan pembahasan yang merupakan
jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada dalam BAB I. saran memuat
kritik, masukan, usul, ataupun rekomendassi yang relevan dengan kesimpulan
yang didapat.

Daftar Pustaka akan menjadi bagian terakhir tulisan berisi sumber-

sumber data yang penyusun gunakan dalan penelitian.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penyusun lakukan dan uraikan dalam

pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai dasar hukum dan pertimbangan

hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin serta analisisnya dengan

hukum Islam, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Bahwa faktor-faktor pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang meliputi alasan-alasan yang mendasari permohonan
perkara, dasar-dasar hukum yang sesuai, dan pertimbangan-pertimbangan
hakim atas faktor lainnya. Perkara dispensasi kawin di Kabupaten Malang
pada Tahun 2022 terdapat 1433 perkara, diajukan dengan alasan terbanyak
yaitu 1158 perkara karena menghindari zina dan 226 perkara karena hamil.
Dasar hukum yang digunakan hakim atas perkara karena menghindari zina
yaitu Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dan kaidah fikih yang berbunyi dar’u al-mafasid
muqaddamun ‘ala jalbi al-masalih, sedangkan dasar hukum yang
digunakan hakim atas perkara karena hamil yaitu hadis yang diriwayatkan
Abu Hurairah tentang semua anak dilahirkan dalam keadaan suci dan Pasal
53 Kompilasi Hukum Islam. Adapun pertimbangan hakim atas perkara
dengan dua alasan mendesak tersebut yaitu guna menghindari timbulnya

mafsadat yang lebih besar.

79
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2. Bahwa proses pengadilan terkait dispensasi kawin di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang telah mempertimbangkan berbagai faktor secara cermat.
Merujuk pada hukum positif yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum Islam,
walaupun bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan tentang pembatasan usia perkawinan, hakim telah
memberlakukan keadilan, memperhatikan kemaslahatan dan kemafsadatan

yang akan timbul, dan menjaga magqgasid syari ‘ah.

B. Saran

Penyusun menyarankan hendaknya kuasa hukum, atau tokoh masyarakat,
atau tokoh agama di Kabupaten Malang bisa saling membantu dan
berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat atas
hukum keluarga Islam. Ini bisa diraih mungkin dengan mengadakan program
penyuluhan dan pendidikan hukum secara berkala bagi masyarakat terkait
aturan perkawinan. Khususnya di kecamatan-kecamatan yang terletak jauh dari
pusat kabupaten.

Hendaknya juga mengadakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan nilai-nilai
keluarga yang sesuai dengan ajaran agama. Para orangtua harus berpartisipasi
penuh dalam memperhatikan pergaulan anak-anak mereka. Anak-anak harus
dibimbing dan didampingi untuk mampu membentengi diri dari pergaulan

bebas.
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